BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 506 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT EKONOMI KABUPATEN TABALONG

Menimbang

Mengingat

—t

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan
pembangunan ekonomi daerah diperlukan adanya rekomendasi
strategis dan analisis kebijakan berbasis data;

bahwa untuk menganalisis kondisi ekonomi, mengidentifikasi
peluang, dan memberikan solusi sebagai dasar rekomendasi
peningkatan kinerja ekonomi, perlu dibentuk Tim Penasehat
Ekonomi Kabupaten Tabalong;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601}, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322];

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781},

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun
2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor
69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025
Nomor 17};

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penasehat Ekonomi Kabupaten Tabalong dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:
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memberikan rekomendasi strategis terkait kebijakan
pembangunan ekonomi daerah;

melakukan analisis dan kajian atas isu-isu ekonomi yang
berdampak pada kinerja daerah;

memberikan masukan terkait optimalisasi pendapatan asli
daerah, investasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, inflasi,
ketahanan pangan, dan sektor ekonomi lainnya;

menghadiri rapat, diskusi, atau pertemuan terkait tugas
penasehatan ekonomi; dan

menyusun laporan rekomendasi secara berkala kepada Bupati.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal /9 Jetem bor Seaf.
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Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 50( /2025

TANGGAL  \9 og\or 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENASEHAT EKONOMI KABUPATEN TABALONG

NO. JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI JABATAN DALAM TIM

1. | Bupati Tabalong Pengarah I

2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah II

3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Ketua

4. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anggota
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

5. |Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Anggota
Pembangunan Kabupaten Tabalong

6. | Inspektur Kabupaten Tabalong Anggota

7. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong

8. |Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Anggota
Tabalong

9. |Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Anggota
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tabalong

10. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Anggota
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Tabalong

11. | Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Anggota
Kabupaten Tabalong

12. | Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Anggota
Pembangunan Kabupaten Tabalong
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